
BUPATI CI.4NJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

44 TAHUN 2013NOMOR

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI DI

LINGKUNGAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

iVlenimbang

DENGAN BERKAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 Peraturan
Daerah Nomor 07 Tahun 2008 jo. Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2ol3 tentang organisasi Pemerintahan Daerah dan
pembentukan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
cianjur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas
pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja unit organisasi
di lingkungan Dinas Pengeiolaan Keuangan dan Aset Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
subang dengan mengubah undang-Undang Nomor 74

Tahun 195-O tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalarn lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
i t, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegau'aian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun lg7 + \omor 55, Tambahan Lembaran Negara

Repub[k Indonesra Nomor 304 1) sebagaimana telah

i.utah clenqan Undang-Undang Nomor '13 Tahun 1999

:e::a1g Perubahan -\tas Undang-Undang Nomor 8 Tahun

^;' , r ie:t:a:lg Pokok-Pokok Kepega$'aian (Lembaran

\ega:a nep;-,:r InCo::esra Tahun 1999 \omor 189'

Tai::a::a: Le=ba:an \eqa:a Repr-rb1ik Indonesia Nomor
iiCtt

3. Undang-Undanq \onor 17 Tai:un 2003 tentang Keuangan

\egara (Lembaian \egara Repr-rblik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
I-.{^neci a NInrnnr 4)R6\'
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aaOO);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aSaa);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran egara
Republik Indonesia Nomor aa34;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 20ll
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523\;
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2OIO tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor l4O,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengas'asan Penr-elenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran \egara Repr-rblik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Le::::a:a:: \ega:a Rea'-.r-:x I::ic::es-a \onor -1593):

Laooran KeuanSa::
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Talnun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
158, Tambahan Lembaran Negara Nomor a587);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a587);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008
tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2Ol3 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07
Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2Ol3
Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
TATA KERJA UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN DINAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut
asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Bupati adalah Bupati Cianjur.

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cianjur

6. Deu,an Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Cianjur.

7. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada
Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati
dalam penyelenggaraan pemerintahan.
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Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut DPKAD
adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur'

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Cianjur.

Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Cianjur.

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.

Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian di lingkungan Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.

Kepala Seksi adalah Kepala Seksi di lingkungan Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah
dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat
DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan
anggaran oleh pengguna anggaran.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen
yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai
dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
Unit organisasi di Lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah yang melaksanakan tugas teknis penunjang danlatau tugas
teknis operasional.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil
yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang
te..i,.natg untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan
profesinl-u dr.l^- rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

(1) DpKAD merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pengelolaan

keuangan dan aset daerah.

20.

2r.
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(2) DPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekda.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

(1) DPKAD mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan
daerah di bidang pengelolaan administrasi keuangan, administrasi
pendapatan, APBD, akutansi dan perberdaharaan serta penilaian aset
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPKAD
mempunyai fungsi :

a. penyusunan program di bidang pengelolaan APBD, kas daerah,
pembinaan administrasi keuangan daerah, akuntansi dan pengelolaan
barang daerah;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan anggaran
pendapatan, anggaran belanja, kas daerah, pembinaan administrasi
keuangan daerah, akuntansi dan pengelolaan barang daerah;

c. penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah;

d. penyusunan Rencana APBD dan perhitungan APBD;

e. pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;

f. pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan Badan Layanan Umum
Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;

g. pengelolaan kas daerah dan akutansi;
h. penyiapan bahan kebijakan di bidang penatausahaan barang daerah

dan pelaksanaan penatausahaan barang daerah serta pendayagunaan
barang daerah;

i. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang
penatausahaan barang daerah dan pendayagunaan barang daerah;

j. pelaksanaan inventarisasi pembukuan dan pelaporan barang daerah;

k. pelaksanaan penilaian dan optimalisasi barang daerah;

1. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendayagunaan barang daerah;

m. pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;

n. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasiaan pelaksanaan kebijakan
di bidang penatausahaan dan pendayagunaan barang daerah;

o. pemberdavaan sumber daya dan mitra ker;a bidang keuangan dan
bidang pengelolaan barang daerah;

p peiaksanaan kegiatan penatausahaan keuangan daerah;

q pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tungsi dan tugasnya.
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BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur-Un sur Organisasi

Pasal 4

Unsur-unsur organisasi DPKAD adalah sebagai berikut :

a. unsur pimpinan adalah Kepala Dinas;

b. unsur pembantu adalah Sekretaris; dan

c. unsur pelaksana adalah Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi,
UFrID, dan Kelompok Jabatan Fungsional'

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi DPKAD sebagai berikut :

a. Kepala;
b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
3. Sub Bagian Penyusunan Program.

c. Bidang Anggaran, membawahkan :

1. Seksi Perencanaan Anggaran;
2. Seksi Belanja Non Program;
3. Seksi Pendapatan.

d. Bidang Akuntansi, membawahkan :

1. Seksi Pencatatan;
2. Seksi Pelaporan.

e. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :

1. Seksi Penatausahaan Keuangan;
2. Seksi Pengelolaan Kas.

f. Bidang Aset, membawahkan :

1. Seksi Inventarisasi Aset;
2. Seksi Penilaian dan Penghapusan Aset'

g. UPTD;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 6

r ^ r Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan kebrjakan teknis
pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan asset milik
daerah serta mengoordinasikan penyusunan APBD meliputi penetapan,
perubahan dan perhitungan serta pengelolaan administrasi keuangan
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Dinas mempunyai fungsi :

penyusunan program kerja DPhiAD;

pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang
pengelolaan pengelolaan keuangan dan asset daerah dengan
memberikan pedoman dan petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

pelaksanaan fungsi bendahara umum Daerah dan penetapan surat
penyediaan dana;

l. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanakan APBD ;

g. pelaksanaan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran
organisasi perangkat daerah/dokumen pelaksanaan perubahan
anggaran organisasi perangkat daerah dan pengendalian pelaksanaan
APBD;

h. pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
i, penyajian informasi keuangan daerah;
j. pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan

barang milik daerah;

k. pelaksanaan pengelolaan asset
daerah/kekayaan daerah ;

daerah atau barang milik

l. pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari
realisasi anggaran, penyusunan neraca, arus kas dan catatan atas
hasil laporan keuangan pemerintah kabupaten;

m. penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari realisasi anggaran,
penyusunan neraca, arus kas dan catatan atas hasil laporan keuangan
Pemerintah Daerah;

n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Sekretaris mempunl,ai tugas pokok mengkoordinasikan penyiapan bahan
koordinasi perumusan kebrjakan teknis dan memberikan pelayanan
acr:l:::stratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan DPKAD,
::::., e-erggaraan administrasi umum, surat menyurat, pengelolaan
i.*a:rgan. hubungan masyarakat, sarana dan prasararra, perlengkapan,
*:*sa:r rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan dan
<e:a:alaksanaan dinas serta penyusunan perencanaan program dan
celaporan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Sekretaris mempunyai fungsi :

a.

b.

C,

d.

e.

(l)

{21
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b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana strategis, program serta
kegiatan dan anggaran DPI(AD;

c. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan umum
pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah;

d. pengelolaan urusan administrasi umum) rumah tangga, hubungan
masyarakat dan keprotokolan;

e. pengelolaan administrasi kepegawaian;

f. pengkoordinasian dan penyusunan bahan pembinaan pegawai;

g. pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;

h. pengkoordinasian penyiapan bahan rancangan produk hukum,
pendokumentasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i. pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan
program dan kegiatan dinas;

j pengelolaan perpustakaan, data dan sistem informasi manajemen
pelaksanaan program dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan
dan I atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Sekretariat;
L pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Sekretariat dibantu oleh :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
c. Sub Bagian Penyusunan Program.

Paragraf I

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal B

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan
administrasi umum meliputi surat menyurat, kearsipan, kepustakaan,
humas dan protokol, rumah tangga dinas, penyiapan bahan kebutuhan
pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi
kepegau,aian.

Untuk menvelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(2). Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. pen\nsunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegau,aian;
'3. pelaksanaan pemberian pelayanan tata .naskah dinas, humas dan

protokol, kearsipan, kepustakaan, surat-menyurat, dan alat tulis unit
n L i.Jd.,

peiaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan
pemeliharaan data kepegawaian di lingkungan DPKAD;

pelaksanaan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan I pelatihan

(2)

d.

(3)

e.
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g. pelaksanaan fasilitasi penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti
ujian dinas dan ijin/tugas belajar;

h. pelaksanaan penyiapan administrasi kepegawaian, meliputi usul
kenaikan pangkat, penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil, daftar
urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, usul kebutuhan formasi,
mutasi/penempatan staf, pembinaan, kesejahteraan, kenaikan gaji
berkala, usul pensiun dan registrasi kepegawaian;

i. pelaksanaan urusan rumah tangga DPKAD, meliputi kebersihan,
keamanan, ketertiban, dan keindahan lingkungan DPAKD;

j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian;

k. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Pasal 9

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian.

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan
administrasi keuangan dan perlengkapan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;

b. pelaksanaan penatausahaan dan perbendaharaan keuangan anggaran
belanja tidak langsung dan belanja langsung dinas;

d. pelaksanaan pembayaran dal'Lar gaji dan tunjangan daerah
dilingkungan DPKAD;

e. pelaksanaan penelitian kelengkapan surat permintaan pembayaran
langsung pengadaan barar"rg dan jasa yang disampaikan oleh
bendahara pengeluaran dan dikctal-rui/disetujui oleh pejabat pelaksana
teknis kegiatan;

f. pelaksanaan pc'nelitian kelengkapan surat permintaan pembayaran
uang persediaan, surat permintrian pembayaran tambahan uang dan
surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan pegau.ai
negeri sipil serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan
keteniuan perundang-undangar-r yang diajukan oleh bendahara
r..-o,-lll212n':...>.

: :::r<::ln:punan dan penyiapan bahan penyusunan konsep Keputusan
:r::a^a Badan tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis
:r-:ia:ar. Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Bendahara;

':.. :::r'.;sunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan
--;...'^^,-

i. pen\-usunan rencana kebutuhan dan pengadaan perlengkapan,
peralatan serta inventaris dinas scsuai ketentuan yang berlaku;

(2)

(3)
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j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian
Keuangan dan Perlengkapan;

j. pelaksanakan tugas-tugas iarin yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bagian Penyusunan Program

Pasal 10

(1) Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian.

(2) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), mempunyai tugas pokok mclaksanakan pengumpulan dan pengolahan
bahan-bahan penyusunan program dan perencanaan DPKAD serta
penvusunan evaluasi dan pelapr>ran.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program;
b. penyiapan dan penyusunan rencana strategis dan programfrencana

kerja tahunan DPI(AD;

c. penyiapan dan penyusunan rencana kerja anggaran, dokumen
pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan
anggaran organisasi perangkat daerah;

d. penyiapan dan penyusunan penetapan kinerja;
e. penyiapan dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Instansi

Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai bahan
pertanggungjawaban kegiatan DPKAD ;

f. penyusunan rencana umum pengadaan barang dan jasa;

g. penyusunan dan pengolahan data standar pelayanan minimal;
h. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik;
i. pelaksanaan fasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat

dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara
periodik yang bertujuan untul< mcmperbaiki kualitas layanan

j penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan
kegiatan;

k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian
Penr-usunan Program;

1. pelaksanakan tugas-tugas li.rin yang diberikan oleh atasan sesuai
denqan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Anggaran

Pasal 1 1

- ts-ca::g Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
. Iiepala Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai

tugas pokok melaksanakan seb:rgian tugas dan fungsi DPKAD di bidang
perencanaan anggaran, belanjzr non p."?:iT.^:.t,:^i,.1_.::"11T_.,1i:
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(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :

a. pen)rusunan rencana operasional Bidang Anggaran;

b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis dinas di
bidang perencanaan anggaran, belanja non program serta perencanaan
dan evaluasi pendapatan sesuai dengan ketentuan danlperaturan
perundang-undangan yang berlaku;

c. penyusunan kebijakan teknis dinas dalam penyusunan rencana
penganggaran daerah, belanja non program serta perencanaan dan
evaluasi pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kebijakan umum
pemerintah daerah dibidang teknis perencanaan anggaran, belanja non
program serta perencanaan dan evaluasi pendapatan sesuai dengan
ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

e. penyusunan rancangan rencana penganggaran belanja daerah sebagai
bahan koordinasi penyusunan rencana APBD;

f. pelaksanaan evaluasi belanja non program sebagai bahan penyusunan
rancangan APBD;

g. penyusunan rancangan perencanaan dan evaluasi pendapatan sebagi
bahan koordinasi penyusunan rencana APBD;

h. pengelolaan dan penyiapan bahan referensi danlatau peratuaran
perundang-undangan yang terkait dengan tugas bidang anggaran;

,t

i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Bidang
Anggaran;

j. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan lungsi sebagaimana tersebut pada ayat (2), Kepala
Bidang Anggaran dibantu :

a. Seksi Perencanaan Anggaran;
b. Seksi Belanja Non Program;
c. Seksi Pendapatan.

Paragraf 1

Seksi Perencanaan Anggaran

Pasal 12

(1) Seksi Perencanaan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

12\ Kepala Seksi Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada a]'at (1),

mempunvai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penlusunan
perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan
ietentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-1. U:::uk menvelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
r2 t. Kepala Seksi Perencanaan Anggaran mempunyai fungsi :

a. penvlrsunan rencana kegiatan Seksi Perencanaan Anggaran;

b. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana strategis DPKAD di
bidang teknis perencanaan anggaran;
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penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran belanja tidak
langsung dan belanja langsung serta pembiayaan daerah;

penyusunan rencana APBD dan perubahan APBD;

penyiapan bahan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran
organisasi perangkat daerah dan atau dokumen pelaksanaan
perubahan anggaran organisasi perangkat daerah;

e. penyiapan bahan pengantar nota keuangan dan penyusunan nota
keuangan APBD;

f. penyiapan bahan evaluasi APBD;

g. penyiapan bahan dan pelaksanaan penilitan dokumen pelaksanaan
anggaran organisasi perangkat daerah;

h. penyusunan dan penerbitan surat pencairan dana masing-masing
organisasi perangkat daerah;

i. penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan kebijakan umum
anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD;

j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi
Perencanaan Anggaran;

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Belanja Non Program

Pasal 13

Seksi Belanja Non Program dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Belanja Non Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mempunyai tugas pokok melaksanakan proses pelaksanaan kegiatan
bantuan keuangan, hibah, bantuan sosial dan subsidi sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Seksi Belanja Non Program mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Belanja Non Program;

b. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana strategis DPKAD di
bidang teknis belanja non program;

c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan kebrjakan teknis
dinas di bidang belanja non program;

e.

penviapan bahan koordinasi penyusunan rancangan kebijakan umum
Pemerintah Daerah di bidang belanja non program;

pelaksanaan koordinasi dalarn rangka penyusunan rancangan beianja
:lon program sebagai bahan penyusunan rencana APBD;

peiaksanaan evaluasi penyusunan rancangan belanja non program;

:engelolaan data dan informasi belanja non program;

pelaksanaan proses pencairan belanja bantuan keuangan, hibah,
bantuan sosial dan subsidi;

pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Belanja
Non Prosram :

d.

d.

(1)

(2)

(3)

d.

g

n.
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i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pendapatan

Pasal 14

Seksi Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas pokok melaksanakan pcngelolaan administrasi
pendapatan yang bersumber dari retribusi dan pendapatan lain-lain
termasuk lain-lain pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah
yang sah sesuai dengan ketentuan danlatau peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Pendapatan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pendapatan;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan tcknis perencanaan dan
pengembangan pendapatan daerah, penggalian pendapatan daerah,
perubahan dan perhitungan pendapatan;

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis tentang sistem
pengelolaan penderpatan, penggalian pendapatan, pajak daerah,
retribusi daerah dan pajak pendapatan lain sebagai pendapatan daerah;

d. perencanaan penerimaan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain
termasuk lain-lain pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan
daerah yang sah;

e. penyelenggaraan administrasi ketatausahaan, penyusunan data dan
pelaporan pendapatan daerah;

f. pelaksanaan koordinasi ke instansi terkait untuk melaksanakan
penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari dana
perimbangan dan bagi hasil pajak;

g. pengumpulan dan pengolahan data tentang sumber-sumber potensi
pendapatan daerah dari pemungutan retribusi dern pendapatan lain-lain
termasuk lain-lain pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan
daerah yang sah

h. pelaksanaan inventarisasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku secara periodik untuk
mengetahui besarnya potensi pendapatan daerafr;

i. penr-iapan bahan konsultasi dan evaluasi pcndapatan daerah dalam
pen\ltslLnan APBD/Perubahan APBD kepada Pemerintah Provinsi/
Pusat;

j pengelolaan data dan informasi perencanaan dan evaluasi pendapatan;

k. pelaksanaan evaluasi dan penyusundn ltrporan kegiatan Seksi
Perencanaan Anggaran;

L pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
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Bagian Keempat

Bidang Akuntansi

Pasal 15

Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Kepala Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksatrakan kebijakan teknis
bidang akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas dan
pelaporan dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan
dan latau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi :

penyusunan rencana operasional Bidang Akuntarlsi;

pengkoordinasian penyusunan laporan realisasi semesteran dan
prognosls;

c. penyusunan kebijakan teknis dinas dalam pertcatatan dan pelaporan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan \ ang berlaku;

d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan kebijakan u.mum
pemerintah daerah di bidang pencatatan dan pelaporan;

e. pengkoordinasian penyusunan rancangan laporan pertanggungjawaban
keuangan daerah, laporan realisasi APBD, nct'.lca, laporan arus kas,
dan catatan atas laporan keuangan;

f. penyelenggaraan akuntasi pencrimaan kas, aktrntansi pengeluaran kas
dan pelaporan keuangan daerah

g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan akunLansi penerimaan kas,
akuntansi pengeluaran kas dan pelaporar-r keuzingan daerah;

h. pelaksanaan evaluasi dan pcnyusunan laporan kegiatan Bidang
Akuntansi;

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Dalam melaksanakan lungsi sebagaimana tersebr-rr pada ayat (3), Kepala
Bidang Akuntansi dibantu :

a. Seksi Pencatatan;
b. Seksi Pelaporan;

Paragraf 1

Seksi Pencatatan

Pasal 16

Se<sr Pencatatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Pencatatan sebagaimarna dimaksud pt,Lda a1'at (1), mempunt'ai
--rg-t pokok melaksanakan pencatatan kejadian ke'uangan yang berkenaan
..-gu., laporan realisasi anggaran sesuai dengan ketentuan danlatau
Deraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana climaksud pada ayat (1),

Kepaia Seksi Pencatatan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pencatatan;

(3)

a.

b.

(4)

JI
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b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan kebijakan umum
pemerintah daerah di bidang pencatatan;

c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan kebijakan teknis
dinas di bidang pencatatan;

d. pencatatan dan penyusunan laporan realisasi semesteran dan
prognosis 6 (enam ) bulan berikutnya;

e. pencatatan dan penyusunan laporan realisasi anggaran;

f. pencatatan dan penyusunan kompilasi laporan realisasi anggaran dari
organisasi perangkat daerah/pejabat pengelolaan keuangan daerah;

g. penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran
pertanggungj awaban pelaksanaan APBD ;

h. penyusunan rancangan belanja pencatatan sebagai bahan penyusunan
rencana APBD;

i. pelaksanaan evarluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi
Pencatatan;

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pelaporan

Pasal 17

(1) Seksi,Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai
tugas pokok mengumpulkan data, melakukan rrnalisis dan menyusun
iaporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlal<u.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana climaksud pada ayat (2),

Seksi Pelaporan mempunyai fungsi :

a. penyusunan renctlna kegiatan scksi pelaporan;

b. penyiapan bahari perumusan kebijakan teknis bidang pelaporan
keuangan daerah;

c. penyiapan bahan koordinasr dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan
laporan keuangat'r daerah;

d. pengumpulan d:iLa, analisis dan penyusurlan laporan keuangan
sene sreran tahun anggaran berkenaan;

e. :i:rg-r::lpulan data, analisis dan penyusunan laporan keuangan akhir
:a:: -r:: :aCa tahut-i anggaran yang berkenaan;

: :=-a":sa:laan prosc-dur penyusunan laporan keuangan;

i :--=isa::aan koorclinasi penyusunan ikhtisar ltiporan keuangan BUMD

-: j--'*:: a:lggaran berkenaan;
'... :;laxsanaan koordinasi penyusunan laporan pertanggungiawaban

:elaksanaan APBD tahun anggaran berkenaan;

:. pelaksanaan pe nyusunan rancangan Peraturan Dareah tentang
pertanggungjari'aban pelaksar-laan APBD tahun anggaran;

L-^1--..- ^o-nhanfaron dan Nntq Pertanggrtngiawahan
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k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi
Pelaporan;

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Perbendaharaan

Pasal 18

(1) Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Keptrla Bidang.

(2) Kepala Bidang Perbendaharaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas pokok melakukan pencatatan pendapatan dan
pengeluaran APBD, mengendalikan pelaksanaan keuangan APBD, dan
menerbitkan surat perintah pcncairan dana sesuai dengan ketentuan
dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan t'ungsi:

a. penyusunan program dan kegiatan bidang perbcndaharaan;

b. pengkoordinasian pelaksanaan pendapatan dan pengeluaran atas
beban rekening k:is umum daerah;

c. perumusan kebijakan pengek>laan rekening kas umum daerah;

d. penyusunan kebutuhan gaji pegawai negeri sipil;

e. pengkoordinasian penelitian dokumen perbendaharaan sebagai bahan
penerimaan dan pengeluaran Liang;

f. penatausahaan keuangan daerah dan pencrbitan surat perintah
pencairan dana;

g. pengendalian pengeluaran kas umurn daerah;

h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Bidang
Perbendaharaan;

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebr-it pada ayat (3), Kepala
Bidang Perbendaharaan dibantr-r :

a. Seksi Penatausahaan Keuangan;
b. Seksi Pengeloluan Kas.

Paragraf 1

Seksi Penaterusahaan Keuangan

Pasal 19

- Se<si Penatausahaan Keuangan dipimpin oleh seori,lng Kepala Seksi.

i re:ala Seksi Penatausahaan Kcuangan sebagaimar-ra dimaksud pada a1,at

- r. mempunyai tugas pokok melaksanakan penatausahaan keuangan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

,.3r Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Iiepala Seksi Penatausahaan Kcuangan mempunyai lungsi :

a. penyusunan rencana kegiatarr Seksi Penatausahaan Keuangan;
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b. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana strategis DPKAD di
bidang penatausahaan keuat-rgan;

c. penyiapan bahan koordinasr penyusunan rancangan kebijakan umr;.m
pemerintah daerah dibidang penatausahaan keuangan;

d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan kebr.lakan teknis
dinas di bidang penatausahaan keuangan;

e. pengkoordinasian penyusunern administrasi pcnatausarhaan keuangan
sebagai bahan penyusunan rencana APBD;

f. penerbitan surat perintah pcncairan dana aters dasar surat perintah
membayar yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran;

g. pengelolaan bahan refe rensi, ketentuan danlatau peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan tugas Seksi Penatausahaan
Keuangan;
pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi
Penatausahaan Keuangan;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesLlai dengan tugas
dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pengclolaan Kas

Pasal 20

(1) Seksi Pengelolaan Kns dipimpin olch seorang Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi Pengelolaan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mempunyai tugas pokok mengclola dzrta gaji pegawai negeri sipil Daerah
beserta tunjangannya, melakukan pencatatan pendapatan dan pengeluaran
APBD, mengendalikan pclaksanaan keuangan APBD sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku'

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana climaksud pada ayat (2\,

Kepala Seksi Pengelolaan Kas mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatern Seksi Pengelolaan Kas;

b. penyiapan bahan perumusan kcbijakan umum bidang pcngelolaan kas
daerah;

C. pencatatan pendapatan, pengcluaran dan penyirnpan uang daerah;

d. pengelola data gaji pegarwai negeri sipil Daerah beserta tunjangannya
pada organisasi perangkat cli-rerah, potongan piihak ketiga )'ang terdiri
dari iuran u'ajib pegarvai, tabungan perumahan dan ir-tran Pemerintah
Daerah:

e. pengendalian pelaksanaan rcalisasi keuangan APBD;

i. pe1\-Lrsunan laporan realisasi pcndapatan dan pengeluaran APBD

secara berkala;

g pe,aksanaan evaluasi darr pcn) usunan laporan kegiatan Seksi

Pengelolaan Kas;

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oieh atasan sesLtai dengan tugas
dan fungsinYa.

h.
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Bagian Keenam

Bidang Aset

Pasal 21

Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Kepala Bidang Aset sebagaimitnar dimaksud pada ayat (1), mempunyai
tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis
perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, distribusi dan pcnghapusan aset

daerah sesuai de.rga., ketentuan dar-i f aLau peraturan pen-tndang-undangan
yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Bidang Aset mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana operasional t3idang Aset;

b. perumusan kebijakan teknis dalam pengelolaan aset dercrah;

c. penyusunan perencanaan pengelolaan aset daerah;

d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengelolaan
aset daerah;

e. penyelenggaraan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, distribusi
dan penghapusan aset daerah;

f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Bidang Aset;

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi scbagaimana tersebut padar ayat (3), Kepala

Bidang Aset, dibantu :

a. Seksi Inventarisasi Aset;
b. Seksi Penilaian dan Penghapusan Asct

Paragraf 1

Seksi lnvcntarisasi Aset

l)asal 22

Seksi Inventarisasi Aset dipimpirl <llt:h scorang Keptila Seksi.

Kepala Seksi Inventarisasi A-sc't sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mempunyai tugas pokok melerl<sanakan inventarisasi aset di lingkungan
pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan dan,'tttau peraturan
perundang-undangan yang berlzrl<t-t.

Untuk menvelenggarakan tngus pol.rok sebagaimana dimaksud pada a\'at
(2). Kepala Seksi Inventarisasi Aset mempunyai fungsi :

a. pen\-usLrnan rencana kcgiallin Scl<si Inventarisasi Aset,

'3. penr-iapan bahan penyusunan kcbijakan teknis, penyLlsunan pedoman

br,-, p.lrnjuk teknis pclaksar-raarn inventarisasi aset dae|ah;

c. penr-iapan dan pelaksanaa.n pclry'aluran/pendist-ribusian barang daerah

tepada unit kerjaldinas/irrstansi penerima barang sesuai dengan

ketentuan serta prc>scdtt r' .\'irllg telah diletapkirrr guna tertib
administrasi barang daerah ;

d. penyiapan dan pelaksar-raan,cr,)/impanan, pemeliharaan.barang daerah
\ran(r fclqh rlitetenkan 2,gar

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)
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e. pelaksanaan penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah;
f. pelaksanaan pengamanan barang daerah melalui tindakan

pengendalian dalam pengurusan barang dalam bentuk fisik,
administrasi serta tindakan upaya hukum agar terjaga keutuhan serta
kejelasan barang daerah;

g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi
Inventarisasi Aset;

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Penilaian dan Penghapusan Aset

Pasal 23

Seksi Penilaian dan Penghapusan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
Kepala Seksi Penilaian dan Penghapusan Aset sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mempunyai turgas pokok melaksanakan penyiapan bahan
penilaian dan penghapusan aset sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Seksi Penilaian dan Penghapusan Aset mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Inventarisasi Aset;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penilaian dan

penghapusan aset daerah;

c' penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penilaian dan
penghapusan aset daerah;

d. penyelenggaraan penilaian dan penghapusan aset daerah;
e. penyusunan dokumen, prosedur dan pelaksanaan penghapusan aset

daerah;

f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Penilaian
dan Penghapusan Aset;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

UFrfD

Pasal 24
, I i Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional

se,s.a:an reknis penunjang pada Dinas dapat dibentuk Unit_:
- aa:t:s.

- i.::::::-a:: -ebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan
-'?:l s;cagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
3 *:a::.

(3)

C'b'

danlatau
Pelaksana

tata ker.ja
Peraturan



(s)

(4)

(1)

(2)

(s)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)
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Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Di DPKAD dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesuai dengan jenis jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai denge.rn bidang keahliannya.

Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala
Dinas.

Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perllndang-r-rndangan.

BAB VI

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup DPKAD maupun
dengan perangkat daerah terkait lainnya serta dengan semua unsur di
lingkungan Pemerintah Daerah.

Sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
kepada Sekretaris, dan Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala
Bidangnya masing-masing.

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala
Seksi di lingkungan DPKAD wajib mengawasi pelaksanaan tugas
bau-ahannva masing-masing dan apabila terjadi penvimpangan agar
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuar
ceraturan perundang-undangan.

re:a-a Dinas. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepa-a
S:.:s. c: iinqkungan DPKAD bertanggung jawab memimpin ia:-
u. - :ti.i- crc.lasikan bari'ahannya masing-masing Serta memberiia:.
:-::-:-:rEa:r ian petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

i.:::-a D:nas. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepa-a
Srss- ii tingkungan DPI{AD ri,ajib mengikuti dan mematuhi petun;u<
sesuai dengan vrsi dan misi dinas serta menjabarkannya dalam progralri
ian kegiatan operasional sesuai tugas dan fungsi serta bertanggung jan-ab

kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan
trroAqn\rA ser-Ar2 herkela malrnrrn sewaktrt-waktu.
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(7) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang,
Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi di lingkungan DPKAD dari bawahan
masing-masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan
laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk dan atau .r.nu., kepada
bawahan.

(8) Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

(9) Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan Kepala
Dinas dapat disampaikan kepada satuan organisasr yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

Bagian Kedua

Hal Mewakili

Pasal 27
(1) Sekretaris mewakili Kepala Dinas dalam batas-batas kewenangan yang

dilimpahkan apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya.
(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan melaksanakan tugas Kepala Dinas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat menunjuk salah
satu Kepala Bidang untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas sesuai
dengan kewenangan yang dilimpahkan.

(3) Apabila seorang pimpinan satuan organisasi di lingkungan DpKAD
berhalangan melaksanakan tugas, maka yang beringkutan dapat
menunjuk seorang pejabat satu tingkat lebih rendah di bawahnya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 28
Pembiayaan DPKAD berasal dari APBD serta sumber pembiayaan lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 29
(1) Pengangkatan dan pembcrhentian Kepala Dinas serta

jabatan lainnr-a dalam lingkungan DPKAD dilakukan
ketentuan peraturan Derundang-undangan.

para pemangku
sesuai dengan

pengelolaan dans'a.,r'ab dalam hal perencanaan,

:e:tb.:aan kepegau,aian sebagaimana
-:.:.i: s:sli&i dengarn ketentuan peratLlran

:ia:E\l- 1\ PE\UTUP

P...sa- 30

?::::--.:a:- 3;:a:: .::: muiat ber-iak._1. Peratur-l Bupati CtanJur \omor
: - - - :-:t:a:tq Tuqas, Fungsr dan Tata Kerja Unit Organisasi di

Drnas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah

rll

nl3 :-:l:::'.'. -:..a:l .

= D '-'-'J.--J r ---
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Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerih Kibupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2013

BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
CIANJUR,

MUTAQIN

DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2013 NOMOR 44
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